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BUPATI PESISIR SELATAN,

bahr,va masa jabatan Penjabat Wali Nagari Lakitan Utara
Kecamatan Lengayang berakhir pada tanggal 30 Juni 2O2O dan
r-intuk tertibnya Administrasi Pemerintahan dan tidak terjadinya
kekosongan kepemimpinan dan l<evakuman tutgas-tugas
P'bmerintahan Nagari, perlu memperpanjang masa jabatan
Penja.bat Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2)

Piraturan Daerah Kabupaten'Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
Zbrc tentang Nagari, dinyatakan bahwa dalam hal terjadi
kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan
Pemilihan Wali Nagari Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali
Nagari yang berasal clari Pegar,r,ai Negeri Sipil di lingkungan
Pbmerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa berdasarkan Surai Camat Lengayang Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor: l38l2259lPem-2O2O tanggai 30 Juni 2O2O

perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Waii
Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Pesisir Seiatan;

bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, hurrul b dan hurr-tf c, perlur menetapkan Keputusan
Bppat.i Pesrsir Selatan tentang Perpan;angan Masa Jabatan
Penjabat Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkr-rngan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 2l Tahun 1957
(Lernbaran Negara Repr-rblik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Uldang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik lldolesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik lrrdonesia Nomor 16a3);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
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Undang-Undar-rg Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2074
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dgngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2474
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-LJndang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang Administrasi
Pgmeriitahan llembaran Ne$arta Republik Indonesia Tahun'
2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539),
sebagaimana telatr beberapa kali diubah terakhir dengan
Pqraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O19 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2:O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 4I, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentul<an Produk Hutkum Daerah, sebagaimana telah
cliubah ciengan Peraturatr Menteri Dalam Negeri Nomor DA
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
H,ukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Slumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatdn Nomor 21 Tahun 2A16 tentang
Pedoman Teknis Pelaksana.an Pemilihan Wali Nagari,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratdran
Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman
Tel<nis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2Ol7 tentang
Badan Perrnusyawaratan Nagari;
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Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Samin, S.H.
Nip. 19660103 198602 1 002 sebagai Penjabat Wali Nagari Lakitan
Utara Kecamatan Lengayang l(abupaten Pesisir Selatan.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Penjalat Wali Nagari sebagaimana'dlmaksud pada Diktum KESATU,
mempunyai tugas pokok dan fungsi memfasilitasi Pemilihan Wali
Nagari definitif disamping tugas-tugas Umum Pemerintahan Nagari.

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

berhak mempero,leh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lakitan
Utaia Kecamatan Leng^yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum
XOSATU dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan, terhitung
muiai tanggal 1 Juli 2A2O.
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